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Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemerintahan negara, temyata fungsi 
tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam 
kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, t etapi juga mencakup aspek 
preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama 
administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan 
kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan. Jika 
berbicata mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas 
persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh 
katena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah mdoncat kepersoalan filsafat 
yang rumiL Akan tetapi menjelmanya suatu lapangan hukum yang baru temyata 
tidak tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada peugakuan. 
Pembidangan hukum temyata diteutukan oleh kebutuhan praktis oleh katena tuntutan 
kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan­
persoalan yang diaturpun semakin bertatnbah kompleks sehingga memeclukan 
hukum yang cukup banyak. 

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlin�ungan dan 
pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyatakat dalam ra.11gka terjaminnya 
tertib dan tegak hukum serta terbinanya keienteratnan masyarakat guna terwujudnya 
keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : mengapa banyak terjadi 
pelanggatan disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian serta Bagaimana sanlcsi 
dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin kepolisian. 

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis terhadap basil penelitian maka 
didapatkan basil sebagai berikut : Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia adalah serangakaian norma unruk membina dan menegakkan 
disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara Republik 
Indonesia. Dalam pelaksanaan disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, maka pelilksanaan penyelesaian atau tindakan disiplin yang diambil 
dilakukan di kalangan sendiri atau secara intern. Hal ini disebabkan bahwa 

• 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



pelanggaran disiplin yang dimaksudkan bukan sebagai suatu perbuatan pidana tetapi 
merupakan suatu tindakan yang menyalahi atau melanggar ketentuan organisasi 
kepolisian itu sendiri. Tindakan disiplin yang diambil terhadap pelanggar disiplin di 
liogkungan kepolisian dapat berupa tcguran lisan atau tindakan fisik. Sedangkan 
hukuman disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan 
paling lama l tahun, pcnundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat 
untuk paling lama I tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan 
serta penempatan dalam khusus paling lama 21 hari. Pejabat yang berwenang 
menjatub.kan disiplin adlllah atasan langsung, atasan tidak langsung dan anggota 
provos. Sedangkan pejabat yang berweoang menjatuhkan hukuman disiplin adalah 
Ankum dan atau Atasan ankum. 
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